PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : (80 / |4k /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4)
dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanaman
Modal perlu menyusun Rancangan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau
Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan
Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah menyatakan pimpinan perangkat daerah
pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala
Daerah dengan membentuk Tim Pembahasan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membetuk
Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo
tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau
Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);



10.

.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6330);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun
2021 tentang Penanaman Modal ((Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 297);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati

Sukoharjo tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau

Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo,

dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. merencanakan dan mempersiapkan penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tata
Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan
Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo;

b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pembahasan
Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tata
Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan
Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo; dan

c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal ' APLT

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

L

A WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

2. Asisten

Perekonomian dan

Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 1Ak /2
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUKOHARJO

NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
2 3 -+

Sekretaris Daerah | Penanggung Bertanggung jawab atas
Kabupaten Sukoharjo jawab pelaksanaan kegiatan
Kepala Dinas | Ketua Bertanggung jawab
Penanaman Modal dan terhadap seluruh kegiatan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Perizinan

Kabupaten Sukoharjo

Kepala Bagian Hukum | Sekretaris Bertanggung jawab di
Sekretariat Daerah bidang kesekretariatan
Kabupaten Sukoharjo

Kepala Badan Keuangan | Anggota Bertanggung jawab sesuai
Daerah Kabupaten bidang tugasnya
Sukoharjo

Dinas Pekerjaan Umum | Anggota Bertanggung jawab sesuai
dan Penataan Ruang bidang tugasnya

Kabupaten Sukoharjo

Dinas Perdagangan, | Anggota Bertanggung jawab sesuai
Koperasi, Usaha Kecil bidang tugasnya
dan Menengah

Kabupaten Sukoharjo

Dinas Perindustrian dan | Anggota Bertanggung jawab sesuai
Tenaga Kerja Kabupaten bidang tugasnya
Sukoharjo

Sekretaris Dinas | Anggota Bertanggung jawab sesuai
Penanaman Modal dan bidang tugasnya
Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten

Sukoharjo
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10.

11.
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13.

NANANG SYARIFUDIN,
SH, MH

NIP. 19741016 199311 1
002

Analis Kebijakan Ahli
Madya pada Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten
Sukoharjo

RINI INDRIATI, SH

NIP. 19640919 199203 2
004

Analis Kebijakan Ahli
Madya pada Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten
Sukoharjo

ARIANI NURMAINI, SE,
M.Si

NIP. 19720531 199803 2
005

Analis Kebijakan Ahli
Muda pada Dinas
Penanaman Maodal dan
Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten
Sukoharjo

Dra. LAILI HIDAYATI,
MM

NIP.

19660829 199303 2 006
Analis Kebijakan Ahli
Muda pada Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten
Sukoharjo

RETNO KUSUMO WATI,
SE, MM

NIP. 19700114 199003 2
007

Analis Kebijakan Ahli
Muda pada Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten
Sukoharjo

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya
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14.

ERVITA TRI ARYANI, SH
NIP. 19970311 202012 2
014

Penyusun Rancangan
Peraturan Perudang-
undangan pada Bagian
Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten
Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

3

,( WIDODO




